BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum
tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana tata ruang di susun
berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi
mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana tata ruang wilayah atau RTRW merupakan hasil perencanaan
ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur
terkait batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif
(PerMen PU No. 16/PRT/M/2009), tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Tata Ruang Wilayah Kota merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan
Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan
Ruang.

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota ini
dimaksud sebagai acuan dalam kegiatan penyusunan rencana tata ruang
wilayah kota oleh pemerintah daerah kota dan para pemangku kepentingan
lainnya.

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota bertujuan
untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah kota yang sesuai dengan
ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang.



Ruang lingkup Peraturan Menteri ini memuat ketentuan teknis muatan
rencana tata ruang wilayah kota serta proses dan prosedur penyusunan rencana
tata ruang wilayah kota. Maka dilihat dari Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Tahun 2011-2031, kota Semarang sudah waktunya memiliki kedudukan setara
dengan kota metropolitan lainnya dengan jumlah penduduk sekitar 1.815.729
juta jiwa® dengan luas wilayah 373,70 km? melakukan Perencanaan Tata
Ruang?. Dalam hal ini penataan ruang mempunyai Kketerkaitan dengan
pertanahan dan saat ini banyak Pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah baik ditingkat nasional, provinsi maupun kabupaten/kota.

Pertanahan dalam hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Dalam hukum pertanahan di Indonesia dikenal asas kenasionalan sebagaimana
termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) UUPA yang menyatakan bahwa : “seluruh
wilayah Indonesia adalah kesatuan Tanah Air dari seluruh rakyat Indonesia
yang bersatu sebagai bangsa indonesia” dan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi
bahwa “seluruh bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia
Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia

dan merupakan kekayaan nasional”.

! Badan Pusat Statistik Kota Semarang, 2013,
(http ://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-
dan-kelompok-umur-2013.html diakses pada 24 Agustus 2019).

2 lbid, (http ://semarangkota.bps.go.id/statictable/2015/04/23/4/luas-wilayah-kota-
semarang.html diakses pada 24 Agustus 2019).



Tanah sebagai faktor yang sangat penting bagi kehidupan manusia,
diperlukan kepastian hukum atas tanah agar setiap pemegang hak atas tanah
mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban atas tanah yang bersangkutan
begitu pula agar dapat diketahui oleh orang lain siapa pemegang hak tersebut,
apa jenis tanahnya dan apa yang melekat diatasnya serta mana batas-batas
antara tanah tersebut. Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994)
tanah adalah :

1) Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali

2) Keadaan bumi disuatu tempat

3) Permukaan bumi yang diberi batas

4) Bahan-bahan dari bumi, bumi sebagai bahan sesuatu (pasir, cadas, napal
dan sebagainya).®

Dalam prakteknya hak menguasai oleh negara tersebut dapat
dikuasakan kepada daerah—daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat
hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan
nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) UUPA. Berdasarkan
hak menguasai oleh negara tersebut kemudian ditentukan adanya macam-
macam hak atas permukaan bumi (tanah) diantaranya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 UUPA sebagai berikut: hak milik, hak guna usaha, hak pakai,

hak sewa, hak membuka lahan, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain.

3 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Jakarta : Djambatan, 2008), hal 19



Undang-undang Pokok Agraria dengan seperangkat peraturan
pelaksaannya bertujuan untuk terwujudnya jaminan kepastian hukum terhadap
hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Indonesia. Jika kita hubungkan dengan
usaha-usaha pemerintah dalam rangka penataan kembali penggunaan,
penguasaan dan pemilikan tanah, maka pendaftaran tanah / pendaftaran hak
atas tanah adalah merupakan suatu sarana penting untuk terwujudnya kepastian
hukum di seluruh wilayah Republik Indonesia dan sekaligus turut serta dalam
penataan kembali penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah.* Ciri khas
dari hak atas tanah adalah seseorang mempunyai hak atas berwenang untuk
mengambil dan mempergunakan manfaat dari atas tanah yang menjadi haknya.
Salah satu hak atas tanah yang ditentukan dalam pasal 16 ayat (1) UUPA yaitu
Hak Milik (HM).

Hak Milik adalah hak yang diinginkan oleh setiap orang, karena hak
milik merupakan hak yang paling tinggi serta hak paling kuat dibandingkan
dengan hak atas tanah yang lain. Serta tidak ada adanya batas waktu
penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaanya sebagai digunakannya
tempat membangun sesuatu. Hal diatas sesuai dengan apa yang dituliskan
didalam pasal 20 UUPA. Agar Hak milik atas tanah dapat dialihkan, maka
pihak terhadap siapa Hak Milik atas tanah tersebut hendak dialihkan haruslah
merupakan perorangan warga negara Indonesia tunggal, atau badan-badan

hukum tertentu.®

4 Bachtiar Effendie, Pendaftaran tanah di Indonesia dan Peraturan-peraturan
Pelaksanaannya, (Bandung: Alumni, 1983), hal.5

5 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak-hak Atas
Tanah, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hal 32.



Meskipun hak milik merupakan status yang paling tinggi dan paling
kuat dibanding dengan hak-hak yang lainnya bukanlah jaminan bahwa tanah
yang berstatus Hak Milik tersebut aman, Hak Milik sendiri juga memiliki titik
kerawanan apabila pihak lain yang dengan sengaja ingin menyerobot tanah dari
pemilik yang sah. Hal tersebut dapat mengakibatkan ketidaksempurnaan nilai
tanah, sehingga timbulnya permasalahan-permasalahan dibidang pertanahan.

Dalam pengelolaan dan penguasaan Hak Milik atas tanah diperlukan
lembaga pendaftaran tanah yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) untuk
menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah
BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di Kabupaten/Kota.

BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang
pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu
sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015.
Dalam menyelenggarakan tugasnya, BPN melakukan fungsi:

1) Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan.

2) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan
pemetaan.

3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah,
pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat.

4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan
pengendalian kebijakan pertanahan.

5) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengadaan tanah.



6) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengendalian dan
penanganan sengketa dan perkara pertanahan.

7) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN.

8) Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN

9) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan
berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan.

10) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan, dan

11) Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka menarik untuk dikaji

dan di bahas, serta di teliti. Dalam hal ini penulis mencoba untuk melakukan

penelitian karya ilmiah dengan judul : “Proses Perubahan Data Sertipikat

Hak Milik Atas Tanah karena Perubahan Fisik Tanah akibat Penataan

ruang di Kantor Pertanahan Kota Semarang”.



B. Perumusan Masalah
Berikut merupakan rumusan masalah yang didapat dari latar belakang
diatas antara lain :

1) Bagaimana sistem penataan ruang dalam kawasan perumahan di Kota
Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-
2031.

2) Bagaimana proses perubahan data sertipikat hak milik atas tanah karena
perubahan fisik tanah akibat penataan ruang di Kantor Pertanahan Kota
Semarang.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif
a. Mengetahui sistem penataan ruang dalam kawasan perumahan di Kota

Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Tahun 2011-2031.

b. Mengetahui proses perubahan data sertipikat hak milik atas tanah
karena perubahan fisik tanah akibat penataan ruang di Kantor
Pertanahan Kota Semarang.

2. Tujuan Subyektif
a. Memperoleh data dalam sistem penataan ruang dalam kawasan

perumahan menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14



Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang
Tahun 2011-2031

Memperoleh data dari Kantor Pertanahan Kota Semarang dalam
proses perubahan data sertipikat hak milik atas tanah karena
perubahan fisik tanah akibat penataan ruang

Menambah pengetahuan dan pemahaman penulis dalam bidang

hukum perdata

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan

pemikiran dibidang hukum perdata dan hukum proses perubahan data

sertipikat hak atas tanah karena perubahan fisik tanah akibat penataan

ruang di kantor pertanahan kota semarang.

2. Manfaat Praktis

a.

Untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
mencapai derajat sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Islam
Sultan Agung.

Guna menambah wacana dalam ilmu hukum khususnya ilmu hukum
perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
Mengembangkan daya pikir dan mengembangkan penalaran dalam
menganalisis suatu kasus yang konkrit serta mengetahui kemampuan

penulis dengan menerapkan ilmu yang diperoleh.



E. Terminologi
Terminologi di gunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi,
dalam penelitian dipandang perlu dikemukakan batasan tentang istilah-istilah
yang digunakan. Batasan berikut ini adalah istilah kunci dari penelitian yang
dilakukan :

1) Proses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pro.ses /proses/ n runtutan
perubahan (peristiwa) dalam perkembangan sesuatu.

2) Perubahan, ubah /per.u.bah.an/ n hal (keadaan) berubah; peralihan;
pertukaran.

3) Data dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, n keterangan yang benar dan
nyata, keterangan atau bahan nyata yang dapat di jadikan kajian.

4) Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam pasal
19 ayat (2) huruf ¢ UUPA pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang
berlaku sebagai alat pembuktian.

5) Hak milik atas tanah adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang
dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan pasal 6.
Dalam Pasal 20 UUPA dinyatakan, bahwa Hak Milik adalah hak atas tanah
yang “terkuat dan terpenuh”. Yaitu mengenai tidak adanya batas waktu
penguasaan tanahnya dan luas lingkup penggunaannya, yang meliputi baik
untuk diusahakan ataupun digunakan sebagai tempat membangun

sesuatu.®

6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, (Djambatan, Jakarta, 2008), hal 286-287
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6) Karena, ka.re.na /karena/ p kata penghubung untuk menandai sebab atau
alasan.

7) Fisik tanah adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah,
termasuk keterangan mengenai ada atau tidaknya bangunan atau bagian
bangunan di atasnya. Data fisik berupa Surat Ukur atau Kutipan Peta
Bidang.

8) Akibat, aki.bat n sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa
(pembuatan, keputusan), persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya

9) Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengedalian pemanfaatan ruang.’

F. Metode Penelitian
Dalam metode penelitian hukum harus dilakukan dengan metode yang
tepat, untuk membantu penulis dalam menemukan, merumuskan, menganalisa,
dan memecahkan masalah-masalah tertentu untuk mengungkapkan kebenaran
ilmiah. Adapun metode yang digunakan antara lain :

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis
menggunakan metode yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis
adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi

sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

" Indonesian institute for infrastructure studies. Istilah dan Definisi Penataan Ruang.
(http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi2.html, diakses pada 12 Agustus 2019)


http://www.penataanruang.com/istilah-dan-definisi2.html
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Yuridis digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan —
undangan yang terkait dengan proses perubahan data sertipikat hak milik
atas tanah karena perubahan data fisik tanah akibat penataan ruang di
kantor petanahan kota semarang. Sedangkan sosiologis digunakan untuk
menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan-
undangan tentang proses perubahan data sertipikat hak milik atas tanah
karena perubahan fisik tanah akibat penataan ruang di kantor pertanahan
kota semarang.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam
penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat
kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek
masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang
diatur dalam peraturan perundang — undangan, melainkan masalah yang
diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis. Dalam penelitian ini yaitu
untuk mengetahui proses perubahan data sertipikat hak milik atas tanah
karena perubahan fisik tanah akibat penataan ruang di Kantor Pertanahan
Kota Semarang.

Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis,
yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai
permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian

dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun
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secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai
ketentuan yang berlaku. Spesifikasi penelitian deskriptif oleh Soerjono
Soekanto® dalam bukunya Pengantar Penelitian Hukum dijelaskan
sebagai berikut :
Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan
atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek
masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku
umum.
3. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder
yang dijelaskan sebagai berikut :
a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari
objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud
wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara
langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang

diperlukan.

10.

8Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : Ul Press, 1981), hal.
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Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi

kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-

buku yang berkaitan dengan penelitian.

1) Bahan Hukum Primer

Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan

sebagai berikut:

a)

b)

f)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun

2011-2031.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang

berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku

hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal

hukum.
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3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang
mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan
memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum
lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari
website, Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia dan

Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam Usaha pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik

yang digunakan, yaitu :

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan
metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan.
Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab
kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian

b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara
pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan
permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan
menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.
Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan
Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat

Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.



5.

C.
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Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suata cara pengumpulan data yang
dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-
data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait

yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

Lokasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Semarang, antara lain :

a. Kantor Dinas Penataan Ruang Kota Semarang : JI. Pemuda No. 143,
Sekayu, Kecamatan Semarang Tangah, Kota Semarang, Jawa Tengah
50132.

b. Kantor Pertanahan Kota Semarang : JI. Ki Mangunsarkoro No. 23
Karangkidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa
Tengah 50241.

c. Pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian yang di buat oleh
penulis.

Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis

kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data

deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul

tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang

dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan

dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
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Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan
pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokan data
yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga
teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden
atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokan
dalam kateogri tertentu yang sudah ditetapkan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas penulisan skripsi ini akan
disusun dalam 4 (empat) bab yaitu: Bab I, Bab Il, Bab Ill, dan Bab IV,
kemudian bab-bab tersebut diuraikan menjadi sub-sub bab yang diperlukan.
Sistematika penulisan selengkapnya dapat diuraikan sebagai berikut :
BAB | : PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan penelitian, manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian,
sistematika penulisan.
BAB Il : TINJAUAN PUSTAKA

Adapun tinjauan pustaka terdiri dari : Tinjauan Umum Hak atas Tanah,
Tinjauan Umun Pendaftaran Tanah dan Sertifikat Tanah, Tinjauan Umum
tentang Data dalam Pendaftaran Tanah, Tinjauan Umum tentang Penataan
Ruang, dan Tinjauan Umum tentang Hak atas Tanah dalam perspektif Islam
BAB Il : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan pembahasan yang berisi

dan sistem penataan ruang di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota
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Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota
Semarang Tahun 2011-2031 dan tentang proses perubahan sertifikat hak milik
atas tanah karena perubahan data fisik tanah akibat penataan ruang di Kantor
Pertanahan Kota Semarang
BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. berisi
kesimpulan dari hasil analisi data dan saran yang dipandang perlu oleh penulis
berdasarkan pembahasan dan penelitian yang telah dilakukan.
DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



